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P E N E T A P A N 

Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Sel 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SELONG 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama 

dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat 

antara: 

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan 

SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 

sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2023 

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 08 

November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 

tanggal 13 November 2012, dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) 

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan bukti Akta Nikah Nomor : 667/56/XI/2012 

pada tanggal 19 Desember 2012;   

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dan terakhir di KABUPATEN LOMBOK 

TIMUR, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan sudah 

dikaruniani 2 (dua) orang anak bernama;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Sel 
 

1) AGUSTINA HAERUL ANISA, NIK 5203184808130001, tempat dan 

tanggal lahir Surabaya, 8 Agustus 2013 (umur 10 tahun), Jenis 

Kelamin Perempuan  

2) SEPTIA HAERUL NADINLA, NIK 5203184509190001, tempat dan 

tanggal lahir Surabaya, 5 September 2019 (umur 4 tahun), Jenis 

Kelamin Perempuan  

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat 

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 

2021 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara 

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;   

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut 

disebabkan karena;   

• Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat  

• Tergugat sering mabuk-mabukan  

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

terjadi pada bulan Oktober tahun 2023  

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat 

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 

tahun 2023 (selama 2 bulan) Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang 

kerumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan 

kediaman bersama;   

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan 

rumah tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, 

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh 

karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan 

perceraian ini;   

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat 

Keterangan Tidak Mampu Nomor: 422.5/113/Kesra/2023 xxxx xxxxxxxxxx 

oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Selong mengizinkan 

Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo  
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 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HAERUDIN UDA bin H. 

MOH. ALI) Penggugat (PENGGUGAT)  

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;   

SUBSIDER 

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

menurut relaas Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 09 November 2023 

dan 16 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat 

menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya, karena 

Penggugat telah rukun dengan Tergugat dan saat ini Penggugat dalam 

keadaan Hamil; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal 

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa 

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;  

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon 

mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut 

dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat 

dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah 

didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu 

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam 

register perkara dalam kolom keterangan; 

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, 

maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas 

nama Penggugat, Nomor 3837/KPA.W22-A3/HK2.6/XI/2023 tanggal 01 

November 2023, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara 

ini dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan 

Agama Selong tanggal 01 November 2023 tentang Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini 

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 

2023;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN: 
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1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 

1365/Pdt.G/2023/PA.Sel dari Penggugat;   

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam register perkara; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan 

Agama Selong tahun Anggaran 2023;       

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Joko Tri Raharjo, 

S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, 

S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh 

Hj. Patahiyah, SHi. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis 

 

 

 

Joko Tri Raharjo, S.H. 

Hakim Anggota 

 

 

Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. 

Hakim Anggota 

 

 

Fauzi Prihastama, S.Sy. 

Panitera Pengganti 

 

 

Hj. Patahiyah, SHi. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5


